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PUTUSAN
Nomor 1187/Pdt.G/2020/PA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan
Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Bontoa,
Kabupaten Maros sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1187/Pdt.G/2020/PA.MKs,
tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari
Sabtu, tanggal 01 Desember 2007, dan tercatat pada PPN KUA
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 413/07/X11/2007, tanggal 03 Desember 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
mencapai 12 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya

pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai saat ini.
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4, Bahwa sejak Bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena
perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

6. Tergugat menjalin  hubungan khusus dengan wanita lain
(selingkuh) bahkan sering memposting perselingkuhannya di media

sosial.

7. Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol dan bermain
judi.

8. Bahwa  akibat kejadian-kejadian  tersebut, Penggugat

meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2020
sampai sekarang.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang
terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang
telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka
Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama
Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT),
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 413/07/XI11/2007, tertanggal
03 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama PPN
KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ( Bukti P.), Bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai (Bukti P.);
B. Saksi:
1. SAKSI, Tempat/Tanggal lahir, Makassar, 22 Mei 1991, (umur 29 tahun),
agama Islam, pekerjaan, Tidak ada, Tempat tinggal, di Kelurahan Bonto
Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Saksi dibawah sumpah
telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Adik
kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka
menikah pada tanggal 01 Desember 2007 di PPN KUA Kecamatan
Mamajang, Kota Makassatr;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di Kec. Bontoa, Kabupaten Maros ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagai
suami istri selama 12 (dua belas) tahun lebih dan tidak dikaruniai
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020 mulai kelihatan
tidak harmonis;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat
menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bahkan
sering memposting perselingkuhannya di media social, serta sering
mengkomsumsi minuman alkohol dan bermain judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Januari 2020 dan P enggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama,;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena
Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

2. SAKSI, Tempat /Tanggal Lahir, Maros, 07 Desember 1991 (umur,29
tahun), agama, Islam, pekerjaan, Tidak ada, tempat tinggal, di
Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,
Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Ipar
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka
menikah pada tanggal 01 Desember 2007 di PPN KUA Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Kec. Bontoa, Kabupaten Maros ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagai
suami istri selama 12 (dua belas) tahun dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun, namun sejak Januari 2020 mulai kelihatan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat
menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh) bahkan
sering memposting perselingkuhannya di media sosial, serta sering
mengkomsumsi minuman alcohol dan bermain judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari
2020 dan Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama,;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena
Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat
tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan
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oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak
hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah
mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal
149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan
untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai
dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan
tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.dan 2 (dua) orang
saksi dibawah sumpabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka terbukti, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,
oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tersebut, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi
keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi
ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling
mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana
telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.B.g.. setelah
dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah
disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember
2007 di PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Dusun Salenreng, Desa Salenreng, Kec. Bontoa, Kabupaten
Maros ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun, akan tetapi sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan
wanita lain (selingkuh) bahkan sering memposting perselingkuhannya di
media social, serta sering mengkomsumsi minuman alkohol dan bermain
judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari
2020 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi
Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah
tidak bertanggung jawab;

- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan

Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas,
maka terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian
sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah
terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap
kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang
pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam
perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

aillo uolall ale 3llo lgzg ) d2g) ass) s il Olg
Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah
tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang,
harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa
yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;
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Memperhatikan Pasal 149 R.Bg. serta ketentuan dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT kepada
Penggugat PENGGUGAT 4. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 ( enam ratus tiga puluh
enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.,

dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal

28 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,
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Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 520.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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